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Peninjauan Kembali (PK), Keadilan untuk Siapa?
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POLEMIK seputar salah satu upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau yvang = cer
biasa disingkat dengan PK kembali mengermuka baru-baru ini. Isu itu kembali menarik )
perhatian masyarakat setelgh Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hulkum PK [ KIRM
vang digiukan jaksa untuk perkara Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin.

Sekadar kilas balik, upaya hukum PK yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP ini

sesungguhnya lshir dari permasalzhan salgh vonis dalam kasus Senagkon dan Karta yang by Buz= up
ditangani Pengadilan Megeri Bekasi pada 1974. Berawa| dari kasus salzh vonis tersebut,

PK dimasukkan dalam salzh satu upaya hukum luar biasa dalam KUHAP yang disusun DPR pada 1981.

Pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum PK kepada MA sesuai dengan yang diatur dalam
Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalsh terpidana atau ahli warisnya. Mamun, dalam perkembangan duniz peradilan
di Tanah Air, ternyata jaksa pun diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum PK kepada MA.

Kasus Muchtar Pakpahan

Kasus Muchtar Pakpahan adalah kasus pertamz di Tanah Air dengan jaksa yang mengajukan upaya hukum PK
kepada MA. Dalam kasus ini, Muchtar Pakpahan, Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI),
yang pada 1995 oleh majelis hakim pada tingkat kasasi telah dibebaskan dari tuntutan jaksa, dibatalkan
putusan kasasinya pada 1996 oleh majelis hakim PK Mahkarmah Agung berdasarkan upaya hukum PK yang
digjukan jaksa.

Majelis hakim PK Mahkamah Agung menghukurm Muchtar Pakpahan dengan hukurman empat tahun penjara
karena dinyatakan terbukti bersalah melngagar Pasal 160 jurcte Pasal 161 (1) KUHP yang intinya berupa
perbuatan menghasut supaya melakukan perbuatan menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Sejak adanya upaya hukum PK yang digjukan jaksa dalermn kasus Muchtar Pakpahan tersebut, hingaga saat ini
Kejaksaan Agung telzh beberapa kali mengajukan upaya hukum PK atas kasus yang ditanganinya kepada
Mahkamah Agung.

Dengan mencermati hal tersebut, pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah sesungguhnya Kejaksaan
Agung memilki fega/ standing untuk mengajukan upaya hukum PK. Bila kita merujuk pada ketentuan hukum
acara pidana formil yvang tertera dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, jelslah terlihat bahwa yang memiliki fegaf
standing untuk mengajukan upaya hukurm PK adalah terpidana atau ahli warisnya dan bukan Kejaksaan Agung
yang diwakili jaksa.

MNamun, Kejaksaan Agung juga sering mengemukakan dall bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Mo 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakirman, jaksa juga mempunyai hak atau degal standing
untuk mengajukan upaya hukum PK kepada MA.

Konflik hukum (conflict of law)

Jika menilik konflik hukurm ( confict of Gw), sudah seyogianya kita kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya
hukurm PK lahir dan kermmudian dimasukkan dalamn salah satu upaya hukurm luar biasa dalerm KUHAP yang disusun
CPR pada 1981. Jika kita berkenan untuk merujuk kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya hukum PK
tersebut lzhir (kasus Sengkon dan Karta), jelaskh terlihat bahwa PK itu khir untuk mewujudkan keadilan
kepada warga negara (terpidana) atau ahli warisnya, dan bukan ditujukan kepada negara yang mencari
keadilan.

Mengenai Pasal 23 ayst (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kerap
digunakan jaksa untuk memberikan leqgitirmasi bahwa jaksa juga mempunyai hak atau fegal standing untuk
mengajukan upaya hukum PK, maka sesungguhnya di sini haruskzh berlaku asas yang dikenal luas dalam dunia
hukurmn yaitu asas fex spesals derogat lex generals, yang mempunyai makna bahwa apabila ada aturan yang
lebih khusus, aturan yang lebih khusus tersebut harus mengesampingkan aturan yang bersifat urmum.

Ketentuan hukurn acara pidana formil yvang tertera dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelas adalzh ketentuan
atau aturan yang bersifat khusus yang menagatur jalennya hukum acara pidana di Indonesia sehingga Pasal 263
ayat (1) KUHAP tersebut jelas harus mengesampingkan Pasal 23 ayst (1) Undang-undang No 24 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman yang bersifat lebih urmum.

Revisi KUHAP

Apabilz memang dakkm perkembangan dunia hukum di Indonesia pada saat ini telah dirasakan kebutuhan yang
mendesak untuk jaksa agar dapat juga mengajukan upaya hukum PK kepada MA, untuk terciptanya kepastian
hukumn, DPR harus segera menyikapinya dengan merevisi ketentuan hukum acara pidana formil yang
mengatur ketentuan tentang upaya hukum PK, yaitu dengan cara segera mermasukkan hal ini dalam revisi LU
KUHAP yang saat ini sedang dibzhas Komisi III DPR.

Kelak, dalam UU KUHAP baru tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas apakah jaksa dapat
mengajukan upaya hukum PK atau sebaliknya jaksa dilrrang sama sekali untuk mengajukan upaya hukum PK.
Hal itu adalkh untuk memberi kepastian hukurm bagi warga negara pencari keadilan dan juga untuk
mermbenzhi siskern peradian dan tatanan hukurm di Indonesia.

Dikhawatirkan, jika polemik hukum ini dibiarkan berlarut-larut, kepastian hukum, sistem peradilan dan juga
tatanan hukum di Indonesia akan semakin menjadi tidak jelas karena warga negara (terpidana) atau ahli

warisnya yang merasa belurn menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum PK dapat tergerak untuk

menggunakan upaya hukum PK tersebut terhadap upaya hukum PK yang digjiukan jaksa yang hasinya
memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat teradi upaya hukum PK atas hasil PK yang sesungguhnya
upaya hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukurmn acara pidana formil yang berlaku di
Indonesia.

Oleh Damar Swarno Dwipo, Managing Partner pada Kantor Hukum Dwipo, Lubis & Partners
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